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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR` 

         NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
 

Menimbang : a. 

 

 

b. 

 

 

c. 

 

 

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara  
merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai 
peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata 
kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah 
secara berkelanjutan; 
bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak 
terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan 
seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; 

bahwa berdasarkan  Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara, Pemerintah Provinsi berwenang membentuk peraturan 
perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan 
batubara; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 
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  2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  2043); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918 ); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817);  

  .5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
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  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 

  10. 

 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

  13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 

  14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5068); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 

 

 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4314); 

  19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang   Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor  48); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5110); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5112); 

  24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan  

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5142); 

  24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pertambangan Umum; 

  25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
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Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Umum; 

  26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  

1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 

  27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 

  28. 

 

 

29 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan 

Mineral dan Batubara; 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan 

Penjualan Mineral dan Batubara; 

  30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D 

Nomor 091); 

  31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

33. 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 

2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058); 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 

2008  tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 0016) ; 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 0019); 

 

 

 

 

 


